
 
 

 
 

WALIKOTA LANGSA 
 

PERATURAN WALIKOTA LANGSA 
NOMOR 7 TAHUN 2025 

 
TENTANG 

 
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA 

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA LANGSA 

 
BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM 

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA 
 

WALIKOTA LANGSA, 
 

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (2) 
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang 
Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi 
Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi dan Pasal 3 
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang 
Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan 
Fungsional serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 
Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu; 

 b. bahwa Peraturan Walikota Langsa Nomor 57 Tahun 2016 
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi 
serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu Kota Langsa Sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Walikota Langsa Nomor 1 Tahun 2023 
Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi 
Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu Kota Langsa, sudah tidak sesuai lagi 
dengan dinamika dan perkembangan hukum sehingga perlu 

diganti; 
 c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan 
Walikota Langsa tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, 
Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal 
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Langsa. 

 
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan 

Kota Langsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2001 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara  Republik 
Indonesia Nomor 4110); 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang 
Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara  
Republik Indonesia Nomor 4633); 

3. Undang-Undang… 


























